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STANDAR PELAYANAN PERADILAN

. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan

peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas
terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD
1945, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai
peraturan terkait lainnya; '

. Bahwa berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

maka tiap-tiap lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik
wajib menyusun standar pelayanan publik;

. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangkal pemenuhan

kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang
diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di
bawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip
pelayanan publik; :

- Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka

Mahkamah Agung perlu menyusun standar pelayanan publik yang dapat
dijadikan acuan oleh pengadilan-pengadilan di tingkat . bawah
menyclenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari

keadilan dan masyarakat; '

. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, ¢ dan d maka perlu

ditetapkan Standar Pelayanan Peradilan;

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik; -

. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik

Indonesia;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung Ri

(Buku IT); '

- Surat Kepuwsan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009

tentang  Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pada Badan
Peradilan.
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MEMUTUSKAN:
STANDAR PELAYANAN PERADILAN

Menerapkan standar pelayanan peradilan sebagaimana diatur dalam
lampiran Surat Keputusan ini sebagai dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada
seluruh Badan Peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik dan
mengatur lebih lanjut detail pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan pada
tiap satuan kerja.

Sampai dengan setahun sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini atau
selama masa transisi, maka pelaksanaan pelayanan publik pada masing-
masing satuan kerja dilakukan sebaik-baiknya dalam upaya untuk mencapai

standar sebagaimana telah diatur sesuai dengan Standar Pelayanan Peradilan
ini;

Memerintahkan kepada setiap satuan kerja pada Badan Peradilan untuk
menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan
oleh masing-masing satuan kerja tersebut selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini;

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Pengadilan disebut dalam Lampiran
1 Surat Keputusan ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan tersebut akan
ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
sesuai dengan kebutuhan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
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SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
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Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;

Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;

Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;

Panitera Mahkamah Agung RJ;

Sekretaris Mahkamah Agung RI;

Para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI;
Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI;

Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding; dan

Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama




